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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA APARATUR NEGARA, 
PENSIUNAN, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN TAHUN 2025 YANG BERSUMBER 
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

ABSTRAK :  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas 
kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan 
Tahun 2025, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada 
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 
2025 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 
4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225); 
UU No. 62 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 226, TLN No. 6995); PP 11 Tahun 2025 
(LN Tahun 2025 No.27, TLN No.7099); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 
No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No.1063).  

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 
 

    teknis pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada 
Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 
2025 yang bersumber dari APBN. Ruang lingkup pengaturan mencakup penerima 
manfaat, besaran, komponen penghasilan, tata cara pembayaran melalui 
mekanisme SPM dan SP2D, ketentuan pajak, serta pengendalian internal. Termasuk 
juga pengaturan tunjangan secara proporsional bagi PPPK, ketentuan khusus untuk 
Pegawai Non-ASN, dan lembaga nonstruktural, serta larangan dan pengecualian 
terhadap tunjangan tertentu. 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 166), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

  - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 12 Maret 2025 dan diundangkan pada 
tanggal 13 Maret 2025. 

  - Lampiran hal 23-24. 

 


